© WALIKOTA PADANG PANJANG,

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Dac

Tahun Anggaran 2000 per
denganketennmhsal%nyal(n

ah Kota Padang Panjang
lu ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sesuai
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

Tahun 1956 tentang Pembentukan Dacrah
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

Undang-undang Nomor 8
Otonom Kota Kecil dalam
Tengah (Lembaran Negara Republik

g Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Dacrah;
ntang Penmbangan Keuangan

Undang-undan

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 te
antara Pemerintah Pusat dan Daerah:

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12
Tahun 1994;

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah:
Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tcnmngBaPetoldnnl-hkAns
Tanah dan Bangunan;

Peraturan Pemerintah Nomor s Tahun 1975 tentang Pengurusan,

" Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan
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n Barang Mihik Pemerintah Daeral

nter: ”?:”H‘!i }ll:{-j’-k—:‘ﬂf Il._'f"f‘l['_;' 4 “";]"ll 1985 |

‘endapatan Daer: lnsil Jumi dan Bangunan;
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turan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan
endaharaan dan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah:

18, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tanggal 28 Oktober
1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian

Kredit Anggaran,

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang
Langkah Pertama Pensinkronisasian Angaran Pendapatan dan Belania
Daerah dengan Angearan Pendapatan dan Belania Negara:

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tanggal 18
September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah scbagaimana telah diubah

dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tangeal 18
September 1988

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tanggal 11 April 1987

tentane Penegunaan  Sistem Digit dalam Pelaksanaan Angearan

Pendapatan dan Belania Daerah serta Petuniuk Teknis Tata Usaha
Keuangan Daerah;

22, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang
Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

23, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 16/DPRD-
PP/X/1999 Tangeal 30 Oktober 1999 tentaneg Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakvat Daerah Kota Padane Pamang;

¢ 1. Surat Menteri Negara Otonomi Dacrah Nomor 903/074/MN.OTDA

hal Kebiiakan Penvusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2000,

- dan Belania Dacrah Tahun Angearan 2000. .
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Pasal 3
(1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut pada Pasal 1, sebagaimana

Lampiran | Peraturan Daerah ini

{Z)Pugcsuan pasal-pasal anggaran yang diperkenankan sesuai de

ngan peraturan vang berlaku
ana lampiran 11 Peraturan Daerah ini.

(3) Rincian lebih lnnjul ayat (1) Pasal ini, sebagaimana lampiran-lampiran Peraturan Dacrah i
a. Lampiran Il : Pendapatan,

b. Lampiran IV - Balanja Rutin;
¢. Lampiran V= Belanja Pembangunan.

Pasal 4

Rincian Bagian Urusan Kas dan Perhitungan pada Pasal

2, sebagaimana lampiran V1 dan VI
Peraturan Daerah ini.

Pasal §

Pamumn Daerah ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pajabat berwenang dan
erlakukan mulai awal tahun anggaran ke

- Agar supaya setiap orang dapat mengetahu memenntahkan mlw |
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